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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR :  34  TAHUN 2014 

 

TENTANG  

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu 
menetapkan  Peraturan Walikota Bukittinggi tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

 
 2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
 3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
 5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 
 6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
 7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
 8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
 10.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

 
 11.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
 12.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4576) 
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
 13.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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 14.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

 
 15.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

 
 16.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 

 
 17.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
 18.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

 
 19.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

 
 20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

 
 21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan  
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara 

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

 
 22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

 
 23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
 24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 
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  25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08); 

  26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10); 

  27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9); 

  28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 
Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10); 
  29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11); 

  30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14) 
  31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 

2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah 
kedalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 

Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Daerah kedalam Modal PT. Bank 
Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17); 

  32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran  2013 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 
13); 

  33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk 

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 
18); 
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  34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran  
2013. 

  35. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013 (Berita 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 32);  

  36. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 
2013 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 
Nomor 26);  

 

MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan 

 
: 

 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri dari : 
 

1. Pendapatan    
 a. Pendapatan Asli Daerah Rp    255.203.591.605,00  

 b. Dana Perimbangan Rp    408.814.962.363,00  
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
Rp      63.456.508.440,00                      

 

 Jumlah Pendapatan                                            Rp 527.475.062.408,00 
 

2. Belanja    
 a. Belanja Tidak Langsung 

 1) Belanja Pegawai Rp    284.139.179.620,00  
 2) Belanja Bunga Rp    284.139.179.620,00  
 3) Belanja Subsidi Rp    284.139.179.620,00  

 4) Belanja Hibah Rp        4.406.252.136,00  
 5) Belanja Bantuan Sosial Rp        3.594.680.177,00  
 6) Belanja Bagi Hasil Rp    284.139.179.620,00  

 7) Belanja Bantuan 
Keuangan 

Rp           501.521.298,00              
 

 8) Belanja Tidak Terduga Rp             11.784.260,00  
  

b. 
 
Belanja Langsung 

  

 1) Belanja Pegawai Rp    245.311.233.704,00  
 2) Belanja Barang dan Jasa Rp    289.852.281.671,60  

 3) Belanja Modal Rp    276.293.325.283,00  
  

Jumlah Belanja 
                                    
Rp 504.110.258.149,60 

     
 Surplus/ (Defisit)                                         (Rp  23.364.804.258,40) 
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3. Pembiayaan    
 a. Penerimaan Rp     70.892.029.222,91  

 b. Pengeluaran Rp     18.932.000.000,00  
   
 Jumlah Pembiayaan Netto                                        Rp  51.960.029.222,91 

 
 Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan    Rp  75.324.833.481,31 

 
Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari   
Peraturan Walikota ini. 

 
 
    

Pasal 3 
  
  
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 
 

Pasal 4 
  
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari   

Peraturan Walikota ini. 
 
     

Pasal 5 
  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi 
 

 

Ditetapkan di : Bukittinggi 

pada tanggal : 6 Agustus 2014        

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 

dto 

ISMET AMZIS  

Diundangkan di : Bukittinggi    
pada tanggal  :   6 Agustus 2014           

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

dto 

 

YUEN KARNOVA 
 

 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN  2014  NOMOR 34 
 


